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ABSTRAK 

Kejahatan lintas negara di wilayah Indonesia yang semakin banyak dilatarbelakangi oleh beberapa 
faktor pendorong dan penarik. Posisi Indonesia yang strategis membuat banyak orang tergiur untuk 
berlabuh ke Indonesia bukan saja menjadikan Indonesia sebagai negara transit melainkan untuk 
hidup dan berkembang, hal ini sungguh di khawatirkan sebab tidak dapat dipungkiri adanya orang 
asing yang masuk ke suatu negara dengan cara yang ilegal dan melewati batas-batas negara tanpa 
dokumen keimigrasian maupun dokumen lain nya yang sah akan menimbulkan masalah baru yang 
tentu permasalahan ini dapat merembet ke masalah pidana. Tentu, kebijakan perbatasan dan 
kontrol yang merata adalah suatu jawaban atas permasalahan ini. Hal lain yang tidak dapat 
ditinggalkan adalah pembentukan hukum positif yang tegas dan mengikat adalah kunci keberhasilan 
kebijakan ini. Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pengumpulan data bersifat kualitatif yang disandingkan dengan teknik analisa deskriptif sehingga 
permasalahan yang ada perihal kejahatan lintas negara terkhusus penyelundupan manusia dapat 
tersaji secara komprehensif dan informatif. Sosialisasi terhadap masyarakat sebagai informan 
pertama menjadi salah satu kunci manajemen pengawasan dan penindakan berbasis komunitas. 
Diharapkan dengan adanya koordinasi, dan sinergi permasalahan terkait warga negara asing yang 
menjadi pelaku kejahatan penyelundupan manusia dapat menurun secara statistik sehingga prinsip 
selective policy yang di cita-citakan yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat saja serta 
memiliki dokumen yang sah yang dapat memasuki wilayah Indonesia serta memberikan manfaat 
terhadap kemajuan nasional Indonesia.  
Kata Kunci: Perbatasan, Penyelundupan Manusia, Indonesia, Pidana, Pengawasan 

 
 

ABSTRACT 
Transnational crime in the territory of Indonesia is increasingly motivated by several pushes and pull 
factors. First, Indonesia's strategic position makes many people tempted to anchor to Indonesia to 
make Indonesia a transit country and live and develop. This is worrying because it cannot be denied 
that foreigners enter a country in an illegal way and cross borders. Second, state borders without 
immigration documents or other valid documents will create new problems, which of course, can lead 
to criminal issues. Of course, a policy of equitable borders and controls is the answer to this problem. 
Another thing that cannot be left out is that establishing a positive law that is firm and binding is the 
key to the success of this policy. This research study uses normative legal research methods with 
qualitative data collection juxtaposed with descriptive analysis techniques so that the existing 
problems regarding transnational crimes, especially human smuggling, can be presented 
comprehensively and informatively. Outreach to the community as the first informant is one of the 
keys to community-based surveillance and enforcement management. It is hoped that with the 
coordination and synergy of problems related to foreign nationals who are the perpetrators of human 
smuggling crimes, it is expected that it can decrease statistically so that the selective policy principle 
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that is aspired is that only foreigners who provide benefits and have valid documents can enter 
Indonesian territory and give services to Indonesia's national progress. 
Keywords: Border, Human Smuggling, Indonesia, Criminal, Supervision 
 
 
A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Posisi wilayah Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman dan luas nya geografi 
yang dikeliling perairan membuat terjadi berbagai macam kerawanan dalam keamanan negara. 
Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa karakteristik keamanan yang terjadi akibat posisi 
yang strategis dan memiliki perbatasan laut yang terdapat alur perdagangan internasional akan 
berdampak pada keamanan dan pertahanan wilayah. Era disterupsi global dunia yang semakin 
berkembang di tambah dengan adanya informasi yang semakin cepat ditunjang dengan adanya 
migrasi global yang semakin cepat membuat bergeser nya loyalitas nasional dan perpindahan 
penduduk yang semakin cepat. Tentu hal tersebut membuat ekonomi dan keamanan menjadi 
sangat terpengaruh, hal ini akan melatarbelakangi penyebab lain terhadap keamanan 
Indonesia yaitu akan terjadi berbagai macam kejahatan transnasional yang salah satu nya 
adalah perdagangan dan penyelundupan manusia1. Adapun dalam pembahasan ilmiah kali ini 
difokuskan untuk menelaah baik secara langsung maupun tidak terhadap tindak pidana 
penyelundupan manusia. Jika di kaitkan dengan Pengertian Penyelundupan Manusia (people 
smuggling) yang merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang 
terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, 
biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa2. Penyelundupan manusia 
merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu 
keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan 
warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut. Hal 
ini tentu kebanyakan dilatarbelakangi oleh keinginan mendapatkan kehidupan yang lebih baik 
di negara tujuan. Di Indonesia sendiri persoalan people smuggling atau penyelundupan 
manusia telah diatur dalam suatu aturan secara khusus melalui “Undang-Undang Darurat No. 
8 Tahun 1995” dan “Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian”. Namun, dua 
peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai persoalan pelanggaran 
keimigrasian jadi kurang bisa untuk menjerat pelaku dari tindak pidana penyelundupan 
manusia. Hingga pada akhirnya di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi 
yang mengatur mengenai penyelundupan manusia melalui UU Keimigrasian. Namun, sama 
seperti ketentuan sebelumnya, Undang-Undang ini masih dianggap belum efektif dalam 
menanggulangi penyelundupan manusia dan masih banyak kendala-kendala yang terdapat 
dalam ketentuan ini3. Jika di kaitkan tentang tujuan orang melakukan tindakan penyelundupan 
manusia tentu untuk mendapatkan penghidupan yang di cita-citakan harapan untuk 
mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik tersebut seringkali tidak sejalan dengan cita-cita 
tersebut sebab banyak orang dimasukan ke suatu negara untuk menjadi pekerja di sektor 
informal bahkan melakukan perbuatan tindak pidana di negara tujuan . Hal ini tentu perlu 
disikapi dengan cara yang lebih baik lagi agar kejadian demi kejadian dapat menjadi 
pembelajaran yang baik untuk aparat penegak hukum serta masyarakat Internasional. 

Perbedaan karakteristik dari perdagangan dan penyelundupan yaitu tertuju pada subyek 
manusia nya. Dalam hal ini terhadap perdagangan terjadi akibat Indonesia memiliki pasar baik 
dalam bidang eksploitasi kejahatan yang berupa narkoba, sindikat kejahatan lain nya. Bahkan 
dapat terjadi kasus prostitusi yang di akibatkan penipuan terhadap warga negara asing yang 
dalam hal ini wanita untuk bekerja di bidang sektor formal namun saat tiba di Indonesia justru 

 
1 Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan 

Manusia di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 

41.  
2 BUDIMAN. (2017). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum Kepolisian 

Daerah Sulawesi Selatan (Studi Kasus Tahun 2012-2017) . Makasar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Hasanudin . 
3 Nyoman, N., & Meki, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Tindak Pidana 

Penyelundupan Manusia ( People Smunggling). Jurnal Kertha Negara, 8(8), 1–12. 

https://ocs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/62360 
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bekerja sebagai wanita pekerja seks komersial. Hal ini sungguh problematis dan diharapkan 
melalui kebijakan keimigrasian yang mendalam dengan kerjasama lintas instansi permasalahan 
perdagangan dan penyelundupan manusia dapat terselesaikan dengan baik. Terutama 
koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai pihak utama 
dalam penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia. Pembangunan kerjasama dengan pihak 
Imigrasi asing serta peran serta pemerintah dalam membangun kerjasama diplomatik dalam 
menyelesaikan permasalahan yang bersifat global merupakan salah satu pilihan yang dapat di 
ambil agar kasus dalam hal tindak pidana lintas negara dapat menurun.  

Adapun beberapa alasan terjadi nya penyelundupan manusia dipengaruhi oleh berbagai 
macam penyebab, kondisi, tatanan, sistem, bahkan nilai moral serta sosial yang menjadi 
pemicu masyarakat ingin masuk ke sebuah negara secara tidak legal dan melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh tidak meratanya pembagian 
kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan 
alasan yang beranekaragam.4  

Adapun Imigrasi memiliki kewenangan serta tugas dan fungsi untuk dapat menghalau serta 
mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan arus migrasi global yaitu masuk dan keluar 
nya manusia di suatu negara termasuk Indonesia. Adapun sejak lama bahwa ada beberapa 
faktor yang menjadi pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah. Fakta menunjukan bahwa 
dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses imigrasi. Laporan 
dari Bureau ofiPublic Affairs, US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan 
bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan 
batas-batas internasional.5  Celaka nya hingga kini kegiatan penyelundupan manusia ke 
Indonesia dengan dalih dan berbagai macam modus operandi yang ada belum cukup 
menjadikan posisi penegak hukum sebagai pencegah dan penindak sungguh di pertanyakan. 
Adapun Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan 
Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi 
kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime), juga kejahatan transnasional yang 
terorganisir (transnational organized crime). Kerjasama antar instansi penegak hukum seperti 
Imigrasi dan POLRI sebagai sarana mitigasi pencegahan kejahatan lintas negara adalah contoh 
yang dapat dilakukan demi menurunkan angka kejahatan lintas negara. Hal ini tentu berkaitan 
dengan pertukaran informasi serta pembuatan kebijakan yang terarah. Diharapkan masing-
masing instansi tidak memiliki ego sektoral dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
lintas negara. Selain itu, kerjasama dengan pihak internasional dalam hal pertukaran data 
informasi yang dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan adalah salah satu kunci 
dalam pemberantasan kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan penyelundupan 
manusia. Kerjasama saling bertukar informasi tersebut pernah terlaksana antara Indonesia 
dengan Australia bersama-sama dengan International Organization for Migration (IOM) di tahun 
2000 dengan dihasilkannya Perjanjian Kerjasama Regional (Regional Cooperation 
Agreement/RCA). Program ini ditujukan untuk memberikan perawatan bagi imigran ilegal yang 
terdampar. Dalam kerja sama ini Indonesia memiliki kewajiban untuk menggali informasi 
mengenai maksud para imigran ilegal yang ditangkap, terutama yang melakukan transit di 
Indonesia menuju Australia. Dalam hal kontrol perbatasan dengan meningkatnya kejahatan 
lintas negara seperti penyelundupan manusia membuat Indonesia seolah-olah melakukan 
pembiaran terhadap penyelundupan manusia dengan tidak ditempatkannya otoritas pengawas 
keamanan di wilayah perbatasan yang memang harus diakui di daerah terpencil yang memilki 
tingkat kerawanan yang tinggi. Hal ini sangatlah beralasan sebab Indonesia sebagai negara 
kepulauan membuat kontrol perbatasan di pulau yang memiliki perbatasan imajiner yang 
sangat luas seringkali kecolongan ditambah dana perihal pengawasan sangat lah minim 
membuat efektifiktas pengawasan di pulau terluar perlu di tingkatkan dengan adanya pemetaan 
lokasi yang di anggap memiliki kerawanan tinggi, tentu Indonesia harus menghentikan ini 
dengan mengupayakan seoptimal mungkin upaya pengamanan dan pengawasan di daerah 
perbatasan dengan melibatkan berbagai elemen baik Polri, TNI, Imigrasi maupun masyarakat 

 

4 Natalis Pigay, Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya), (Jakarta : Pustaka 

Sinar Harapan, 2005), h. 120.  

5 M. Imam Santoso, Hukum Pidana Internasioanl, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013),h. 163.   
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setempat. Jika hal tersebut dilakukan, maka kedua Negara dapat dikatakan telah memenuhi 
tanggung jawab Negara atas pelanggaran yang telah dilakukan6. 

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyelundupan 

manusia dengan prespektif human security ? 
b. Bagaimana melakukan optimalisasi peran kebijakan perbatasan dalam melakukan 

penindakan tindak pidana penyelundupan manusia? 
c. Bagaimana proses serta cara penguatan manajemen berbasis komunitas dalam hal 

pengawasan tindak pidana lintas negara terkhusus pada penyelundupan manusia? 
 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan 

Dalam melaksanakan penelitian terhadap kajian hukum “Penguatan Kedudukan Kebijakan 
Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara”, penulis 
menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga 
penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikata penelitian 
hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 
atau bahan yang lain7. Dalam hal mencari bahan penelitian penulis menggunakan analisis 
yuridis dan penelitian yang bersifat faktual tentang arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan penyelundupan manusia.  

2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam proses penelitian yang berkaitan dengan “Penguatan Kedudukan Kebijakan Imigrasi 
Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara” penulis 
menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data untuk mendapatkan 
pembahasan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Penelitian kepustakaan atau tinjauan 
pustaka yang menjadi landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan 
(preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian.  

3.  Teknik Analisa Data 
Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian maka  penulis 
menggunakan teknik deskriptif analitis untuk mendapatkan analisis jawaban atas suatu permasalahan 
dan kebijakan yang bersifat faktual. Dalam hal ini penulis menggunakan metode atau cara penelitian 
serta teknik analisa yang bersifat kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek 
normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data 
yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap 
suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan 
suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.  

 
C. PEMBAHASAN 
1. Pencegahan serta pemberantasan kejahatan penyelundupan manusia dengan prespektif 

migrasi dan Human security. 
        Kejahatan tindak transnasional tak hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang 
terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum diiIndonesia. Akan tetapi didukung juga 
olehiwilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah 
kepulauan secara geografis memilikiibanyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batasidarat dan 
perairan.8 Selain itu, Indonesiaiyang memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan 
wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktoriutama 
yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadainya kejahatan transnasional. Kejahatan 

 
6 Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2017). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia. 1(1), 100. 

7 Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv. 

8 Sam Fernando, Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah 

Penyelundupan Manusia, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 3  



 

31 | JLBP | Vol 2 | No. 2 | 2020 

 

transnasional di negeri inii juga dapat terjadi karena jumlah penduduki Indonesia yang terbilang 
besar9.  Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya peningkatan migrasi antar negara yang 
menjadi pokok dari permasalahan kejahatan lintas negara yang dalam hal ini terkhusus 
terhadap kejahatan penyelundupan manusia. Adapun alasan yang menjadi penyebab banyak 
nya kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan manusia yang paling dominan yakni 
faktor ekonomi. Pemicu terjadinya masalah ekonomi dapat disebabkan adanya konflik 
berkepanjangan di negara asal. Konflik ini membuat perekonomian semakin terpuruk dan 
tingkat kemiskinan semakin tinggi serta berdampak pada kondisi politik dan keamanan di 
negara asal. Kondisi inilah yang membuat para imigran gelap untuk meninggalkan negara 
asalnya untuk lepas dari konflik.10 

 Dari tahun ke tahun jumlah imigran ilegal dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit 
melalui Indonesia semakin meningkat serta sangat sulit dibendung karena berbagai macam 
penyebab . Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukan bahwa dari waktu ke waktu, 
cara-cara ilegal justru menjadi pilihan utama orang asing yang bermasalah dengan negara nya 
dalam hal ini konflik berkepanjangan untuk dapat masuk ke suatu negara. Hal lain yang menjadi 
permasalahan adalah tingkat kesehatan dan kejahatan yang akan semakin meningkat dengan 
banyak nya tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara sebab dengan masuk ke suatu 
negara dengan cara yang tidak legal membuat otoritas pemerintah tidak mengetahui . Laporan 
dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan 
bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah melewati perbatasan antar negara 
yang tindak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat resmi perbatasan sesuai 
dengan otoritas keamanan di tiap-tiap negara. Di Indonesia sendiri, hal ini terjadi rata-rata setiap 
tahun sampai tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran ilegal baik yang menjadikan Indonesia 
sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyeludupan ini ditujukan untuk memasok 
pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui 
jejaring kejahatan internasional yang terorganisir dengan baik melalui jalur Negara perantara 
maupun langsung ke negara tujuan.  

 Dalam hal penyelesaian permasalahan lintas negara dan perbatasan maka koordinasi antar 
instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjaga kedaulatan negara di 
wilayah perbatasan seperti Kepolisian, Imigrasi, TNI, dan Pemda setempat perlu ditingkatkan 
dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal lain yang 
menjadi fokus kajian lain yaitu peningkatan peran masyarakat dalam memberikan informasi 
terkait hal baru yang di terima pada lingkungan masyarakat salah satu nya kecurigaan terhadap 
orang asing yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai norma susila, hukum, 
maupun kegiatan yang tidak memiliki izin lain nya. Koordinasi dengan adanya TIM PORA (Tim 
Pengawasan Orang Asing) merupakan salah satu langkah konkrit dalam menyelesaikan 
permasalahan penyelundupan manusia terutama pada pulau terluar Indonesia. Hal ini 
dikarenakan ditemukannya kendala berupa kurangnya koordinasi karena terdapat berbagai 
instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penyelundupan manusia. Misalnya 
tentang kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak Polri untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana, ternyata dimiliki juga oleh Dirjen Keimigrasian dengan dasar yang diatur dalam Pasal 
120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berbeda halnya dengan yang diatur 
sebelumnya di dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada Pasal 47 disebutkan 
bahwa selain dari penyidik kepolisian, PPNS tertentu (yakni dari pihak Keimigrasian) dapat 
melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian11 

 

 
9 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran- ilegal diakses Pada Tanggal 

06 April 2021 Pukul 00.06 WIB  

10 Ilmih, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran 

Gelap di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3(1), 135–148. 

11 Ibid 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap
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2. Optimalisasi peran kebijakan dan hukum  perbatasan dalam melakukan penindakan 
tindak pidana penyelundupan manusia 

Penyelundupan Manusia atau People Smuggling memiliki arti serta definisi yaitu mencari 
untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau materi lainnya dengan melewati batas batas 
antar negara tanpa menggunakan cara-cara yang legal , secara langsung maupun tidak langsung 
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu dengan cara melintasi batas negara 
secara illegal hal ini berdasar Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyeludupan Manusia. Dalam 
hal membahas mayoritas penyelundupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa 
kebanyakan permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia dilakukan karena alasan 
pengungsi. Hal ini terjadi karena Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua 
terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap tentu kejadian tersebut 
disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang-Undang yang tegas dalam 
menangani people smuggling sementara Indonesia tidak memilikinya. Posisi lemah hukum yang 
dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah people smuggling ini yang kemudian 
menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari 
Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para 
imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para 
imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara 
tujuan penyelundupan manusia12. Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif yang 
merupakan elaborasi antara kemauan korban untuk diselundupkan yang disandingkan dengan 
sindikat yang ingin mencari keuntungan dengan adanya keinginan tersebut. Selain itu tindakan  
kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke 
jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri. Kejahatan 
perdagangan manusia dan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu 
lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia 
dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan13. Penanganan terhadap korban 
perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan upaya preventif dan represif dalam 
rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal 
ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum akibat meningkatnya kejahatan internasional 
atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia. 
Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran 
harkat dan martabat manusia dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat jumlahnya 
dan dilakukan melalui jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu pengaturan 
hukum diperlukan untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang 
keimigrasian14. Salah satu upaya dalam penindakan berkaitan dengan usaha represif yaitu 
Melaksanakan penindakan terhadap jaringan smuggler dan melaksanakan proses penyidikan 
sampai ke penuntut umum terhadap pelaku yang tertangkap. Polri bersama Imigrasi serta 
Instansi yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan lainnya telah berhasil menangani 
beberapa kasus penyelundupan transit migran. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus 

 

12 Fernando, S. (2013). Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah 

Penyelundupan Manusia. Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id, 1–13. 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/467/462 

13 Pramon, P. (2014). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ricidive, 3(2), 124–132. 

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40490/26689 

14 Aime ,Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis, 8(2), 16–24. 
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yang telah ditangani dalam penanganan kasus imigran gelap yang jumlahnya semakin 
meningkat15. 

 
 

3. penguatan manajemen berbasis komunitas dalam hal pengawasan tindak pidana lintas 
negara terkhusus pada penyelundupan manusia 

Pada dasarnya tindak pidana transnasional atau lintas negara yang terjadi adalah dampak 
dari adanya pergerakan massa dari suatu negara ke negara lain, yang terjadi secara masif dan 
kian hari semakin tidak terkontrol lalu memunculkan adanya migrasi secara ilegal tanpa 
dokumen keimigrasian yang sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya kemanjuan teknologi 
komunikasi  yang memudahkan setiap orang untuk membentuk sebuah relasi komunitas 
antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu sehingga menciptakan borderless world atau 
dunia tanpa batas dapat menjadi kelebihan ataupun kelemahan dalam melakukan pengawasan 
terhadap orang asing bagi setiap negara yang ada di era ini bergantung pada kebijakan apa 
yang negara tersebut pilih dalam menyikapi tindak pidana lintas negara yang semakin marak 
terjadi, terkhusus di Indonesia dengan kebijakan yang belum cukup kuat dalam menjerat para 
pelaku penyelundupan manusia. Dengan demikian fungsi pengawasan menjadi tantangan untuk 
semua pihak dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terdiri 
dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif berkaitan 
dengan kelengkapan dokumen, sementara pengawasan lapangan berkaitan dengan 
keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, pengawasan lapangan terhadap Orang Asing 
antara lain dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di 
Wilayah Indonesia, yang meliputi pengecekan terhadap keberadaan Orang Asing, kegiatan 
Orang Asing, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki. 
Berdasarkan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Pejabat Imigrasi atau 
yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis 
yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Tentunya, kebijakan tersebut sudah 
cukup baik secara tertulis, namun dalam implementasiya terdapat hambatan untuk melakukan 
kegiatan pengawasan oleh pejabat imigrasi di lapangan sebab para warga negara asing tidak 
dapat diawasi setiap saat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah 
kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam 
daerah tertentu. Komunitas juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berbagi 
masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan 
serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus menerus. Dari definisi tersebut, 
dapat dipahami bahwa warga negara asing yang datang ke Indonesia akan masuk ke dalam 
komunitas masyarakat dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di daerah tertentu. 
Dengan demikian, pada dasarnya yang dapat melakukan dan membantu fungsi pengawasan 
tersebut secara lebih efektif  adalah masyarakat sebagai subjek yang paling dekat dengan warga 
negara asing dan berada pada komunitas yang sama. Komunitas masyarakat dapat menjadi 
“senjata” tetapi dapat pula menjadi “bom waktu” bagi sebuah negara dalam menjalankan 
pengawasan guna mencegah tindak pidana lintas negara khususnya penyelundupan manusia. 
Bagaimana bisa komunitas dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ini? Dalam 
mengantisipasi dampak serta perkembangan jenis kejahatan yang semakin luas, sangat 
diperlukkannya keterlibatannya pihak-pihak yang berwenang dengan partisipasi masyarakat 
untuk melakukan usaha dan kerjasama dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Bentuk 
kerjasama yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat adalah untuk 
menangkap imigran gelap dan pelaku penyelundupan manusia agar dapat mengurangi tingkat 
kejahatan untuk sementara waktu16. Perlu disadari bahwa perbaikan kebijakan oleh pemerintah 

 
15 Yusrina, N. A. (2015). Penanganan Keamanan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Penyelundupan Transit Migran Dari 

Timur Tengah Ke Australia Melalui Indonesia 2010-2013. Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 3, 

Tahun 2015, hal. 9-17. 

 
16 Handayani, D. W.,  & Ratnasari, Y. (2019) .Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Pesisir Provinsi 

Lampung. Andalas Journal of International Studies 8, no. 1 2019: 88-103. 
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tentang tindak pidana ini haruslah dibarengi dengan adanya manajemen berbasis komunitas 
dalam hal pengawasan guna  mencegah lebih dini terjadinya penyelundupan manusia. 
Penyelundupan manusia yang menyasar ke kehidupan masyarakat tentu akan lebih efektif jika 
pengawasannya dilaksanakan secara tepat dan efektif dari masyarakat itu sendiri. Namun, 
tentunnya tidak bisa jika tiap-tiap individu melakukannya sendiri, diperlukan adanya sinergitas 
antara Pejabat Imigrasi yang berwenang dan masyarakat. Orang asing yang masuk ke wilayah 
Indonesia baik legal mauapun ilegal, tentu akan berada dalam komunitas masyarakat tertentu, 
baik itu komunitas atas dasar kegemaran, pekerjaan, keahlian, ataupun pengetahuan. Karena 
interaksi yang terjadi secara berulang dan berkala dalam sebuah komunitas tentu akan 
memungkinakn tiap anggotanya saling mengetahui aktivitas dan informasi pribadi. Hal 
tersebutlah yang dapat didayagunakan sebagai bagian dari pengawasan lapangan terhadap 
orang asing. Melalui pengawasan berbasis komunitas, keberadaan orang asing dan aktivitasnya 
dapat diperoleh lebih cepat dan aktual. Namun harus pula dipaham bahwa pengawasan 
lapangan orang asing berbasis komunitas, juga memiliki kelemahan. Kelemahan itu ada jika 
terdapat anggota komunitas yang kurang memiliki kesadaran mengenai perannya dalam 
membantu melaksanakan fungsi pengawasan dalam komunitas masyarakat yang justru 
melindungi dan tidak mau memberikan informasi sebenarnya dari keberadaan dan aktivitas 
orang asing. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab 
mengemban kepentingan nasional terhadap keberadaan orang asing di Indonesia perlu 
ditingkatkan dengan mengatur lebih lanjut di dalam peraturan ataupun kebijakan tertulis tentang 
peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan orang asing di Indonesia sehingga 
setiao Warga Negara Indonesia merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk 
melaksanakan hal tersebut. Tujuan akhirnya adalah masuknya warga negara asing di indonesia 
yang hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara serta 
meminimalisir tindak pidana transnasional yang mungkin dilakukan oleh Warga Negara Asing. 
Dengan pengawasan berbasis komunitas, maka di satu sisi keterlibatan masyarakat dalam 
pengawasan lapangan terhadap orang asing memperoleh pengakuan dan penghargaan 
sehingga bersinergi dengan pengawasan oleh Tim Pora dan di sisi lain pengawasan lapangan 
terhadap orang asing dapat lebih efektif.  

 
D. PENUTUP 

a) Kesimpulan: Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan lintas 
negara terutama penyelundupan manusia dibutuhkan peran ekstra dan kinerja setiap 
stake holder yang memiliki tugas pokok dan fungsi terutama dalam kontrol perbatasan . 
Kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia bukan saja merugikan bagi korban 
yang ingin masuk ke suatu negara tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak 
. Melainkan kejahatan penyelundupan manusia ini membuat adanya percampuran 
budaya, dan potensi tindak pidana umum bahkan khusus yang dilakukan oleh warga 
negara asing yang masuk ke negara tujuan khusus nya Indonesia. Dalam hal kaitan nya 
dengan Indonesia kebijakan kontrol perbatasan tradisional sangat lah penting sebab 
besar dan luas nya wilayah Indonesia yang sebagian besar terisi oleh laut membuat 
kebijakan kontrol perbatasan sangatlah penting dan krusial dalam mengontrol arus 
migrasi Internasional. Migrasi Internasional yang tidak terkontrol dengan hanya 
mementingkan aspek ekonomi akan berakibat fatal terhadap kesinambungan 
masyarakat Indonesia dalam negeri, hal ini tentu akan berdampak dengan marak nya 
kejahatan yang dapat dilakukan oleh Imigran yang merupakan orang asing hasil dari 
kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia. Hukum di Indonesia yang kurang 
mengatur secara khusus terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dan masih 
berdasarkan belas kasih juga akan membuat posisi Indonesia sangat problematis dalam 
melakukan penindakan. Sehingga, banyak oknum asing bahkan lokal nasional yang 
memanfaatkan kedudukan hukum Indonesia yang lemah dalam penanganan kejahatan 
tindak pidana penyelundupan manusia. Kebijakan kontrol perbatasan dengan perluasan 
area pengawasan yang di optimalisasi dengan manajemen SDM yang berbasis pada 
Imigrasi, POLRI, TNI, dan Pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan dalam 
memberikan pendalaman dan intelijen sehingga di masa depan angka atau statistik 
tindak pidana penyelundupan manusia dapat menurun. Hal lain yang perlu dilakukan 
adalah mengedepankan peran masyarakat dalam manajemen pengawasan berbasis 
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komunitas. Masyarakat nasional di pulau terluar yang memiliki kontak batin dan sosial 
terhadap lingkungan sekitar nya dapat diberikan sosialisasi dalam menyikapi orang 
asing. Sehingga, aduan dari masyarakat dapat segera sampai ke petugas yang bertugas 
menjaga kontrol perbatasan Indonesia terutama yang berbatasan dengan negara lain.  

b) Saran : Diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol perbatasan dapat 
menjadi suatu solusi jangka panjang yang membuat setiap perbatasan meminimalisir 
adanya tindak pidana penyelundupan manusia. Hal lain yang perlu di  tekankan adalah 
kontrol perbatasan yang perlu kuatkan lagi. Peningkatan jumlah pos jaga secara 
kuantitas di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi juga dapat menjadi suatu 
jawaban atas permasalahan ini. Dalam hal sumber daya manusia kiranya setiap instansi 
yang memiliki tugas pokok dan fungsi dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam 
membangun pendidikan bersama sehingga di masa depan kebijakan arah dan sasaran 
dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dalam penanggulangan kejahatan 
lintas negara dapat dilakukan dengan baik tanpa harus menunggu terlalu lama.  
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